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ABSTRAK

Nama : Bunga Citra Dewi
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Judul : Transaksi Over Kredit Kendaraan Motor Di Bawah Tangan
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Federal
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Kabupaten Labuhan Batu).

Tahun : 2025

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya aturan dalam perkreditan di
dalam perjanjian leasing dimana pihak FIFGROUP tidak memperbolehkan adanya
over kredit, akan tetapi dalam pelaksanaan dan praktiknya masih ada beberapa
debitur yang melakukan wanprestasi yaitu mengover kredit kendaraan motornya di
bawah tangan, yang mana hal ini bertentangan dengan perjanjian mereka.

Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan yaitu, (1) bagaimana
pelaksanaan transaksi over kredit kendaraan motor di bawah tangan yang terjadi di
FIF Group Negeri lama kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batu; (2)
Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi over Kredit
kendaraan motor di bawah tangan di FIF Group Negeri Lama kecamatan Bilah hilir,
kabupaten Labuhan Batu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian
lapangan (Field Research), dengan menggunakan metode analisis kualitatif
deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi dan
wawancara. Adapun Teknik pengolahan data melalui tiga prosedur yaitu reduksi
data, penyajian, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan transaksi over
kredit kendaraan motor di bawah tangan ini termasuk wanprestasi atau ingkar janji,
pelaksanaan yang dilakukan saat ingin melakukan over kredit yaitu pertama
mencari penerima over kredit, lalu menyerahkan barang kredit tersebut dengan
menggunakan akad jual beli kesepakatan kedua belah pihak serta tidak ada
perjanjian hitam di atas putih. (2) Melalui perspektif Hukum ekonomi syariah yaitu
dalam rukun jual beli yang adanya agidayn (subjek jual beli), sighat (akad atau
kesepakatan) dan ma 'qud alaih (objek jual beli) telah terpenuhi, akan tetapi terdapat
suatu hal yang tidak sesuai syarat yaitu objek jual belinya bukan atau belum menjadi
milih sepenuhnya pihak penjual, maka dari itu pengalihan kredit kendaraan motor
dianggap tidak sah tanpa sepengetahuan pihak leasing sebagai pemilik resmi objek
kendaraan motor yang diperjuabelikan dan upaya penyelesaian permasalahan
transaksi over kredit kendaraan motor di bawah tangan ditinjau dari Hukum
Ekonomi Islam yaitu dengan menerapkan akad kafalah. Akad kafalah sejatinya
adalah akad tabarru" (tolong menolong), serta kafalah bi al-mal sebagai penjamin
hutang dan pelunasan hutang.

Kata Kunci: Over Kredit, Kendaraan Motor, Di bawah tangan.
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1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan
huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf

Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf | Nama Huruf | Huruf Latin Nama
Arab Latin
\ Alif Tidak di Tidak dilambangkan
lambangkan
<@ Ba B Be
< Ta T Te
< a ' Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha h Ha(dengan titik di bawah)
z Kha Kh Kadan ha
3 Dal D De
3 al ' zet (dengan titik di atas)
B Ra R Er
) Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy esdan ye
o= sad S s (dengan titik di bawah)
o= dad d de (dengan titik di bawah)
k ta t te (dengan titik di bawah)
L za z zet (dengan titik di bawah)
¢ ,,ain Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
- Fa F Ef
S Qaf Q Ki
& Kaf K Ka
J Lam L El
2 Mim M Em
g Nun N En
B Wau W We
s Ha H Ha
3 Hamzah Apostrof
< Ya Y Ye

Vi



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal

tunggal atau monoftong dan voval rangkap diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya

berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
—_— fathah A A
Kasrah I I
j dommah U U

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya

berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa

gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama
T fathah dan ya Ai adani
ERN fathah dan wau Au adanu

c. Maddah adalah vokal yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Nama Huruf dan Nama
huruf Tanda
S fathah dan alif a> a dan garis
atau ya atas
S Kasrah dan ya i< i dan garis di
bawah
R dommah dan u> u dan garis di
wau atas

3. Ta Marbutah

vii




Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:
a. Tamarbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah
dan dammabh, transliterasinya adalah /t/.
b. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan hururf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu: J). Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu
dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata
sandang yang diikuti oleh huruf gamariah.

a. Katasandang yang diikuti huruf syamsiah Kata sandang yang diikuti oleh

huruf syamsiah ditranliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/

viii



diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata
sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf gamariah Kata sandang yang diikuti
oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang
digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah
Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan
di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.
7. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat
yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa
dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.
8. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab
huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan
juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,
diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang,



maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut.
Bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang
dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan

pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan: Pedoman Transliterasi Arab-
Latin. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan
Pengembangan Lektur Pedidikan Agama, 2003
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan salah satu sendi kehidupan setiap Muslim di mana
akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran
Allah SWT. Prinsip utama dalam muamalah ialah harus halal dan bukan berbisnis
barang-barang yang diharamkan maupun berbisnis dengan cara-cara yang
diharamkan dalam Islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan
hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah, begitu pula dalam
kegiatan perdagangan tidak di benarkan memperjualbelikan atau melakukan
tindakan yang haram.

Dalam bermuamalah harus adanya suatu akad atau perjanjian, dimana akad
adalah setiap perilaku yang melahirkan atau mengalihkan atau mengubah atau
mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Sedangkan
perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua
belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.*

Jual beli (al — ba"i) merupakan salah satu bentuk muamalah yang secara
etimologi berati menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan yang lain. Secara
terminologi, defenisi jual beli yang dikemukakan Ulama Hanafiyah ialah Saling
menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar-menukar sesuatu uang

diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.?

! Nasrun Harun, Figh Muamalah, (Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97.
2 Ru"“fah Abdulah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), him. 65.



Seiring dengan perkembangan zaman, praktek jual beli telah berkembang
pesat dengan berbagai macam inovasi dan variasi metode yang dapat digunakan
oleh produsen maupun konsumen dalam transaksi jual beli. Salah satu metode
transaksi yang sangat ramai digunakan pada saat ini ialah jual beli dengan
pembiayaan melalui lembaga atau perusahaan leasing dengan sistem kredit. Metode
pembiayaan melalui kredit merupakan salah satu solusi untuk mendapatkan suatu
benda atau barang terutama dengan cara cepat tetapi dengan dana yang belum
mencukupi. Kredit itu sendiri memiliki pengertian berupa suatu fasilitas keuangan
yang memungkinkan seseorang atau adanya usaha untuk meminjam uang untuk
membeli produk dan membayar kembali dalam jangka waktu yang telah
ditentukan.?

Dalam Islam kredit dikenal sebagai al-qard yang berarti potongan, yaitu
istilah yang diberikan untuk sesuatu yang diberikan sebagai modal usaha. Sesuatu
dapat disebut a/-gard ketika seseorang memberikannya sebagai modal usaha, maka
sesuatu itu terputus atau terpotong. Ayat Al-Qur’an yang mendasari al-gard ialah

Surah Al-Bagarah ayat 245 yang berbunyi:*

PR o ) £4,°/f 0T A vz V2oL _ P s o D.& © L
ally hagy Jas Al S Bladl § Nankd bas Wo% A S8 sl B o

PRI

OPTF

Artinya:Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah
melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan
melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

3 Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2007), him. 14.
4 AL-Qur’an Kemenag RI dan Terjemahannya, Surah Al-bagarah ayat 245.



Ada berbagai macam sistem peminjaman barang maupun modal, salah
satunya yaitu dengan sistem kredit. Kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan
terhadap suatu barang, yang pembayaran harga barang dilakukan secara berangsur
sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak.®
Seiring meningkatnya harga setiap kebutuhan, kredit merupakan salah satu
alternatif yang dilakukan setiap orang atau badan usaha untuk memperoleh sesuatu
dengan maksud untuk mendukung pemenuhan kebutuhan yang diperlukan.®

Selanjutnya, lembaga pembiayaan ataupun perusahaan leasing merupakan
salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank, yang ditujukan untuk tujuan
produksi, atau kosumsi barang dan jasa. Leasing berasal dari Bahasa Inggris yaitu
lease yang mengandung arti menyewakan. Pengertian leasing atau sewa guna usaha
secara umum adalah perjanjian antara /essor (perusahaan leasing) dengan /essee
(nasabah).

Pihak /essor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee
dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Kegiatan utama
perusahaan leasing adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-
barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini bermaksud jika
seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau

kendaraan dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di

5> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,
2012), him. 154.

¢ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Fajar Interpratama
Mandiri, 2005), hlm. 57.



perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pada masa sekarang ini telah banyak terjadi pembiayaan kredit terutama
kredit kendaraan yang dilakukan oleh banyak lembaga pembiayaan di kehidupan
sekitar kita. Penyediaan dan tawaran yang menggiurkan dari pihak-pihak lembaga
pembiayaan leasing sangat menarik minat dan menjadikan masyarakat sekarang
semakin konsumtif. Padahal pada hakikatnya pembiayaan leasing diarahkan ke
keperluan-keperluan barang yang bersifat produktif, dan pada kenyataanya keadaan
ekonomi seseorang tersebut dapat dikatakan belum mampu untuk melakukan kredit
kendaraan dan masih banyak hal yang lebih penting dari keinginan pembiayaan
kredit kendaraan dari perusahaan leasing tersebut.

Dalam Islam peralihan kredit dapat juga disebut sebagai peralihan hutang
atau hiwalah yang berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang
(muhil) kepada orang yang menanggung hutang tersebut (muhalalaih). Dalam
hukum ekonomi syariah sendiri transaksi seperti ini menggunakan akad hiwalah.
Dalam akad hiwalah ada beberapa prinsip yairu prinsip tolong-menolong, tidak
boleh menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi barang haram atau yang
dilarang oleh syariat. Dalam akad ini dijelaskan syarat dua rukunnya terdiri dari
muhil (orang yang berhutang), muhal (orang yang berpiutang kepada muhil), muhal
‘alaih (orang yang berhutang pada muhil dan wajib membayar utang kepada

muhal), muhal bih (utang muhil kepada muhal), dan sighat (ijab-qabul).”

7 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 156.



Dalam hal ini jika syarat rukun tidak dilaksanakan maka akad yang
dilaksanakan tidak sah. Sebagian besar kebanyakan masalah yang ada dalam
masyarakat karena tidak menjalankan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah
SWT. Padahal syariat berguna untuk mengatur cara bermuamalah dengan baik.
Pernyataan sighat harus dinyatakan oleh para pihak dengan menggunakan kontrak
(akad). Dalam akad tersebut harus dilakukan secara tertulis dan harus atas
persetujuan muhil, muhal, dan muhal ‘alaih. Dalam sudut pandang hukum ekonomi
syariah, hukum jual beli dan berbagai permasalahannya tidak dapat dipisahkan dari
transaksi (akad), karena dengan akad tersebut, kedua belah pihak terikat secara
hukum (/azim) dalam bermuamalah.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata® dijelaskan bahwa suatu perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang lain atau lebih. Dalam perjalanannya, perjanjian atau kontrak itu sendiri
dapat berjalan dengan lancar maupun terjadi hambatan dalam pelaksanaannya.
Seperti maraknya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam transaksi jual beli
kredit kendaraan, salah satunya yaitu pengalihan kredit (over kredif) di bawah
tangan yang objek atau barangnya berupa kendaraan mobil maupun motor yang
sedang dalam proses kredit belum lunas tetapi telah dijual ke pihak lain atau
pembeli kedua dengan dilanjutkannya pembayaran kredit kendaraan tersebut.®

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak FIF Group

Negerilama kecamatan bilah hilir, kabupaten Labuhan Batu bahwa pada kredit

8 Pasal 1313 KUHPerdata.
° J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2001), hlm. 11.



kendaraan motor sekarang tidak diperbolehkan adanya over kredit sesuai dengan
perjanjian fidusia. Apabila terjadi over kredit tanpa sepengetahuan pihak FIF maka
hal tersebut bisa ditindak melalui hukum sesuai dengan perjanjian.

Pada kenyataannya di masyarakat banyak yang melakukan over kredit di
bawah tangan atau tanpa sepengetahuan dari pihak leasing, transaksi ini dilakukan
atas dasar saling percaya terhadap satu dan yang lainnya dan tidak harus mengikuti
semua aturan yang telah ditetapkan oleh pihak leasing. Hal ini bertentangan dengan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1338 yang berbunyi “Semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatntya.”0

Perjanjian yang dibuat secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
memiliki kekuatan yang sama dengan Undang-undang, artinya para pihak yang
membuat perjanjian harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang
tercantum dalam perjanjian tersebut. Bahwa dalam melakukan over kredit atau
pengalihan utang yang dilakukan oleh pihak /essee tidak boleh tanpa sepengetahuan
dari pihak leasing.

Sebagaimana yang terjadi di masyarakat Labuhan Batu, Ada enam kasus
yang penulis temukan mengenai over kredit di bawah tangan yang pernah
bermasalah. Salah satu contoh kasus over kredit yang dilakukan debitur tanpa
sepengetahuan pihak leasing selaku kreditur. Bapak Harisman selaku debitur telah
mendapatkan kendaraan motor honda Scoopy di kantor FIFGROUP yang beralamat

di Negerilama Kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batudengan angsuran

10 Pasal 1338 KUHPerdata.



tiap bulannya sebesar Rp. 1. 610.000,-. Akan tetapi sebelum pak Harisman
melakukan pelunasan terhadap kredit kendaraan motor tersebut ternyata dia telah
menjualnya atau mengover kreditkannya kepada saudara Dewi dengan harga Rp.
15. 000.000,-. Karena Harisman belum melakukan pelunasan motor tersebut
kepada pihak FIF dan juga telah menjualnya atau mengalihkan kreditnya kepada
orang lain, maka yang melakukan pelunasan terhadap kredit tersebut adalah Dewi.

Namun di pertengahan jalan saudara Dewi tidak dapat melakukan
pembayaran angsuran kendaraan motor, sehingga pihak FIF mengetahui bahwa
sepeda motor tersebut telah dijual atau dialihkan kepada orang lain. Setelah pihak
FIF mengetahui mereka tetap meminta bayaran angsuran kendaraan motor tersebut,
akan tetapi mereka tetap tidak bisa membayar angusran sehingga pihak FIF
melakukan penarikan terhadap motor tersebut.

Pada kasus di atas bisa dilihat bahwa tindakan pengalihan hutang (over
kredit) di bawah tangan akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari
dan permasalahan tersebut dianggap sebagai tindakan hukum sepihak oleh pihak
leasing. Pada perjanjian ikatan jual beli hanya mengikat kedua belah pihak yang
membuat perjanjian, sementara objek yang diperjanjikan masih terkait dengan
pihak /easing sebagai pemberi kredit.

Kebanyakan masyarakat Indonesia melakukan pengalihan kredit (over
kredit) dengan cara tidak resmi atau di bawah tangan karena proses yang tidak
berbelit serta tidak memakan waktu. Tetapi hal itu menyalahi aturan yang tertuang
di dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditur serta pihak kedua, di dalam

perjanjian tersebut tertuang pasal yang berisi “nasabah tidak diperkenankan



mengalihkan kredit kepada pihak ketiga pada saat kontrak belum berakhir dan tanpa
sepengetahuan pihak leasing”. Oleh karena itu jika nasabah atau pihak kedua
melakukan pelanggaran terhadap sesuatu yang telah di perjanjikan jika pihak
kreditur mengetahuinya mereka dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak debitur.

Permasalahan lain yang muncul setelah terjadinya peralihan ialah perihal
kepemilikan pihak ketiga dipertanyakan karena terjadi peralihan kredit sebelumnya.
Ini karena adanya perjanjian awal yang telah disepakati antara pihak kreditur dalam
hal ini perusahaan leasing dengan pihak kedua. Jika pengalihan kredit tersebut
terjadi secara resmi antara pihak kreditur atau pihak leasing dengan pihak kedua
yang dialihkan ke pihak ketiga, maka kepemilikan seterusnya jelas. Namun hal itu
berbeda jika pengalihan kredit dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan
pihak kreditur atau pihak leasing, disebabkan perjanjian awal masih tertanggung
atas pihak kedua atau debitur. Pengalihan kredit (over kredit) di bawah tangan akan
sangat merugikan pihak kreditur dalam hal ini perusahaan leasing apabila pihak
yang menerima pengalihan kredit tersebut tidak bertanggung jawab dalam
melakukan pelunasan hutang.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dalam bentuk skripsi dengan judul: “TRANSAKSI OVER KREDIT
KENDARAAN MOTOR DIBAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di FIF Group Negeri Lama kecamatan

Bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batu)”.

B. Fokus Penelitian



1. Fokus penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas.
Maka fokus penelitian ini adalah *“ Transaksi over kredit kendaraan motor
dibawah tangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di FIF Group
Negeri Lama kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batu”.

2. Sub fokus penelitian ini adalah tentang Lembaga Pembiayaan Leasing,
pengalihan kredit (over kredit) dibawah tangan yang terjadi di FIF Group.

. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada
penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang
digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar. Namun sebagian ditentukan
oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan
istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Transaksi menurut Skousen ialah pertukaran barang dan jasa baik antar
individu, perusahaan, maupun organisasi yang memiliki pengaruh ekonomi
terhadap bisnis.!

2. Over kredit atau pengalihan kredit menurut Subekti adalah suatu cara
pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama
kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namum hubungan hukum
utang piutang tersebut tidak hapus sedetik pun, tetapi dalam keseluruhannya di

pindahkan kepada kreditur baru.?

11 Robinson, Rekonstruksi Makna Transaksi Dalam Akuntansi: Suatu Pendekatan Idealisme
Syariah Islam, Jurnal Bisnis, Vol.2, No. 2, (Desember, 2014), him. 32.
12 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1.
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3. Over kredit atau pengalihan kredit kendaraan motor dibawah tangan adalah
pengalihan kredit dari debitur lama ke debitur baru atas kendaraan yang masih
dalam proses kredit lembaga pembiayaan tanpa diketahui oleh pihak lembaga
pembiayaan atau kreditur, tindakan ini merupakan suatu perbuatan yang
melawan hukum. 3

4. Perspektif menurut KBBI berarti sudut pandang, atau suatu pandangan.
Perspektif juga merupakan suatu pandangan dari sudut satuan bahasa
sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain dalam suatu sistem atau
jaringan; pandangan relasional.'4

S. Hukum Ekonomi Syariah menurut Zainuddin Ali ialah kumpulan norma
hukum yang bersumber dari al-qur’an dan hadits yang mengatur perekonomian
umat manusia.'®> Menurut Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan
atau usaha yang dilakukan oleh per orang atau kelompok atau badan usaha yang
berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan
yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.®

6. Transaksi Over kredit kendaraan motor dibawah tangan Perspektif hukum

ekonomi syariah ialah pandangan hukum ekonomi syariah terhadap suatu cara

pemindahan hutang atau pengalihan kredit dari debitur lama ke debitur baru atas

13 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan
Pembiayaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 93.

14 https://kbbi.web.id/perspektif, diakses tanggal 27 juni 2024 pukul 20.00 WIB).

15 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 40.

16 Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.

33.
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kendaraan yang masih dalam proses kredit lembaga pembiayaan tanpa diketahui
oleh pihak lembaga pembiayaan atau kreditur.'’

Maksud judul secara defenisi operasional adalah pengalihan kredit/utang
dari debitur lama kepada debitur baru tanpa sepengetahuan kreditur lama ditinjau
menurut hukum ekonomi syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan transaksi over kredit kendaran motor di bawah tangan
yang terjadi di FIF Group Negeri Lama kecamatan Bilah hilir, Kabupaten
Labuhan Batu?

2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap transaksi over kredit
kendaraan motor di bawah tangan di FIF Group Negeri Lama kecamatan Bilah
hilir, Kabupaten Labuhan Batu?

E. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai Berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan transaksi over kredit kendaran motor
di bawah tangan yang terjadi di FIF Group Negeri Lama kecamatan Bilah hilir,

Kabupaten Labuhan Batu.

17 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan
Pembiayaan, him. 121.
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2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap
transaksi over kredit kendaraan motor di bawah tangan di FIF Group Negeri

Lama kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batu.

F. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis
kepada pengembangan dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya
dalam analisis mengenai transaksi over kredit kendaraan motor di bawah tangan
perspektif hukum ekonomi syariah yang terjadi di FIF Group Negeri Lama
kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhanbatu.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas
kepada masyarakat tentang analisis mengenai transaksi over kredit kendaraan
motor di bawah tangan perspektif hukum ekonomi syariah, penellitian ini
dimaksud sebagai Langkah awal bagi peneliti sekaligus mendorong peneliti
lainnya untuk mengembangkan lebih lanjut.
G. Penelitian Terdahulu
Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini, maka pengambilan

tulisan-tulisan dan karya ilmiah dengan pembahasan ini berasal dari karya ilmiah
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atau skripsi terdahulu. Penulis telah membaca referensi yang membahas tentang
hal-hal terkait dengan permasalahan yang akan diangkat di sini.

Di antaranya penelitian ilmiah yang dikaji dalam bentuk skripsi adalah
Karya Anggun Oktavia Sari yang berjudul “Praktik Pengalihan jual beli kredit
motor dibawah tangan menurut hukum ekonomi syariah™'8 dalam skripsi ini penulis
membahas tentang permasalahan yang terjadi di FIF group kota Bengkulu dalam
hal pengalihan kredit dibawah tangan di Kelurahan Kandang Mas Kecamatan
Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut telah memenuhi sebagian rukun dan
syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam. Rukun jual beli yang berupa adanya
aqidayn (subjek jual beli), sighat (akad atau kesepakatan) dan ma “qud ,, alaih
(objek jual beli) telah terpenuhi. Namun di poin rukun ma “qud ,, alaih (objek jual
beli) memang telah terpenuhi sebagian syarat-syarat sesuai hukum Islam, akan
tetapi terdapat suatu hal yang tidak sesuai syarat yaitu objek jual belinya bukan atau
belum menjadi milik penuh pihak penjual. Maka dari itu pengalihan kredit di bawah
tangan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam jika pengalihan kredit
yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan dari pthak Lembaga pembiayaan leasing
yang disini masih sebagai pemilik resmi objek sepeda motor kredit yang diperjual
belikan. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam
transaksi pengalihan kredit di bawah tangan di kelurahan Kandang Mas Kecamatan

Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah hiwalah (pengalihan utang),

18 Anggun oktavia sari, Praktik pengalihan jual beli kredit motor dibawah tangan menurut
Hukum ekonomi Syariah: IAIN Bengkulu, 2021.



14

Restructuring, Rescheduling atau penjadwalan kredit Kembali, Take over kredit,
Pindah sistem kredit, dan Over kredit.

Dari telaah pustaka di atas, yang berbeda dengan apa yang akan diangkat
oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya: perbedaan pada judul penelitian yang
membahas tentang praktik. Adapun persamaan penelitian dengan penelitian ini
adalah memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diangkat oleh penulis yaitu
masalah kredit, pengalihan pembayaran di bawah tangan . Dari hal-hal tersebut
maka penulis mengambil masalah yang akan diangkat dan diteliti lebih lanjut dalam
penelitian ini.

Kemudian yang kedua, Yaitu Skripsi karya Israbeta Putrisani, berjudul

19 Dalam skripsi

Analisis Pengalihan Kredit Pemilikan Rumah di Bawah Tangan
ini penulis membahas tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam hal
pengalihan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) khususnya menimbulkan
berbagai macam dampak yang merugikan. Perjanjian diharapkan dapat berjalan dan
dipenuhi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, namun kondisi tertentu
sering dijumpai, bahwa perjanjian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Pelaksanaannya dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sering terdapat
permasalahan antara lain: pemindahan hak atas objek KPR, yang dilakukan di
bawah tangan oleh debitor kepada pihak lain sebelum KPR tersebut lunas tanpa

sepengetahuan pihak bank atau pengalihan kredit. Tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui proses pengalihan kredit pemilikan rumah di bawah tangan dan

19 Jsrabeta Putrisani, Analisis Pengalihan Kredit Pemilikan Rumah di Bawah Tangan:
Universitas Brawijaya, 2020.
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untuk mengetahui akibat hukum pengalihan KPR dilakukan di bawah tangan pada
perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR). Proses pengalihan pada KPR merupakan
tindakan Novasi Subjektif Pasif, dikarenakan terjadi pergantian debitor dengan
persetujuan kreditor dengan pembebasan debitor lama dari kewajibannya.
Penjualan rumah KPR di bawah tangan oleh debitor kepada bank, sehingga bank
dapat menuntut debitor untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh
sisa hutangnya.

Dari telaah pustaka di atas, yang berbeda dengan apa yang akan diangkat
oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya: perbedaan pada objek penelitian.
Adapun persamaan penelitian dengan penelitian ini adalah memiliki keterkaitan
dengan apa yang akan diangkat oleh penulis yaitu masalah kredit, pengalihan
pembayaran di bawah tangan dan wanprestasi. Dari hal-hal tersebut maka penulis
mengambil masalah yang akan diangkat dan diteliti lebih lanjut dalam penelitian
ini.

Kemudian yang ketiga, Yaitu Tesis karya Desi Fitriasih Purwandini yang
berjudul “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Kredit Pemilikan
Rumah Secara Over Kredit Dibawah Tangan”?° Dalam Tesis ini Akibat hukum dari
perjanjian jual beli rumah melalui KPR secara over kredit di bawah tangan bagi
para pihak yang dilakukan dengan kepercayaan satu sama lain, karena kepercayaan
ini tidak didasari hukum yang berlaku akan merugikan pihak yang mendapat alih

debitur. Kerugian tersebut dapat berupa wanprestasi. Akibat hukum dari

20 Desi Fitriasih Purwandini, Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Kredit
Pemilikan Rumah Secara Over Kredit Dibawah Tangan: UNISSULA Semarang, 2024.
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wanprestasi tersebut debitur pengganti tidak dapat mengambil sertifikat yang masih
menjadi agunan bank. Debitur pengganti tidak bisa melakukan balik nama, karena
sertifikat tersebut masih tercatat atas nama debitur pertama. Penyelesaian yang
dapat dilakukan oleh pihak debitur pengganti agar jual beli rumah di bawahtangan
dapat mempunyai kepastian hukum, yaitu dengan mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri, dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang
keabsahan jual beli di bawah tangan, bahwa pihak debitur pengganti diberi
kewenangan dan kuasa untuk mengambil sertifikat di bank dan melakukan proses
balik nama atas jual beli yang telah dilakukan oleh pihak debitur pertama dan
debitur pengganti.

Dari telaah pustaka diatas yang berbeda dengan apa yang akan diangkat oleh
penulis dalam penelitian ini diantaranya: Perbedaan pada objek penelitian. Adapun
persamaan dalam penelitian ini adalah persamaan dalam masalah kredit, over
kredit, pengalihan pembayaran kredit dibawah tangan.

Kemudian yang keempat, Yaitu Skripsi karya Muhammad Rizal yang
berjudul “Praktek 7ake Over Dibawah Tangan Pada Perjanjian Kredit Sepeda Motor
Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”?! Dimana dalam Skripsi ini Salah satu
alasan penelitian ini adalah fakta bahwa nasabah sering mengambil kredit sepeda
motor tanpa sepengetahuan bank sebagai kreditur. Dalam kasus ini, konsumen
pengambil kredit menjual motornya kepada konsumen pembeli tanpa memberikan

angsuran, yang kemudian dibayar oleh konsumen pembeli. Ini dilakukan karena

21 Muhammad Rizal, Praktek Take Over Dibawah Tangan Pada Perjanjian Kredit Sepeda
Motor Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah: IAIN Kediri, 2023.
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dianggap bahwa pengalihan di bawah tangan atau tanpa sepengetahuan bank lebih
mudah. Pengalihan debitur ini tidak memenuhi syarat shighat, yaitu bahwa muhal
tidak berakad dengan muhil; sebaliknya, pihak muhil dengan muhal’alaih berakad
dalam Take over di bawah tangan. Selain itu, sebagai pihak yang memiliki hutang
awal kepada bank, pihak muhil dapat terkena tindakan pidana atau perdata karena
tindakannya tersebut. Selain itu, pihak muhal’alaih juga dapat dikenakan hukuman
pidana.

Dari telaah pustaka di atas, yang berbeda dengan apa yang akan diangkat
oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya: perbedaan pada subjek penelitian.
Adapun persamaan penelitian dengan penelitian ini adalah memiliki keterkaitan
dengan apa yang akan diangkat oleh penulis yaitu masalah kredit, pengalihan kredit
di bawah tangan. Dari hal-hal tersebut maka penulis mengambil masalah yang akan
diangkat dan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian Skripsi ini
secara terarah, maka dari itu penulis menggunakan suatu sistematika pembahasan
yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok permasalahan yang telah
dirumuskan. Dengan ini penulis menguraikannya melalui 5 (lima) bab, yaitu
sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Kajian terdahulu, kerangka,

metode penelitian dan sistematika penulisan.
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BAB II: LANDASAN TEORI
Menjelaskan tentang pengertian Transaksi over kredit kendaraan motor
dibawah tangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB III: GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN
Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian yang terdiri
dari Sejarah Lokasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Letak Geografis Lokasi
Penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisikan hasil penelitian yakni mengenai Transaksi over kredit
kendaraan motor dibawah tangan perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus di FIF Group Negeri Lama kecamatan Bilah hilir, Kabupaten
Labuhanbatu)

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.



BABII
LANDASAN TEORI
A. Kredit
1. Pengertian Kredit

Menurut Anwar Igbal Qureshi di dalam buku Islam dan teori
pembungaan uang, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang
setiap pembungaan uang.?> Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang
perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan
lancar tanpa ada kredit dan pinjaman. Pinjaman atau uang dapat dibagi ke dalam
dua jenis yaitu pinjaman yang tidak dihasilkan (unproductive debt) merupakan
pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan
pinjaman yang membawa hasil (income producing debt) merupkan pinjaman
yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha. Bentuk hutang
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan
hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman
ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi
seseorang yang tidak mampu membayar hutangnya secara berangsur-angsur atau
kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar hutang tersebut dibebaskan.?®

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam

22 Anwar Igbal Qureshi, Islam dan Teori Pembungaan Uang, (Jakarta: Tintamas Indonesia,
1985), him. 64.
23 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali,2014), hlm.301.
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untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga
(kredit). Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan Bab 1 Pasal 1 ayat (12) mendefinisikan Kredit adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagaian hasil keuntungan?*
2. Jual Beli kredit dalam islam

Jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang popular bagi kalangan
masyarakat menegah ke bawah. Sebuah mekanisme jual beli yang
memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan
keterbatasan income yang dimiliki. Dengan mekanisme ini pembeli dapat
memiliki barang dengan harga yang relatif mahal, tanpa harus membayar kontan
atau tunai. Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang
dibayarkan secara berkala (installment, cicilan) dalam jangka waktu yang telah
disepakati. Dimana penjual harus membayar harga barang secara cicilan dalam
jumlah dan jangka waktu tertentu®

3. Hukum Jual Beli Kredit dalam Islam

Terdapat perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada juga yang

melarang, ulama dari empat madzhab yaitu Syafi“iyah, Hanafiyah, Malikiyah,

Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan

24 Sri rejeki Hartono, dkk, Kamus Hukum Ekonomi, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), hlm.
94,

% Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2015), him. 275.



21

sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga
cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan
akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu
memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual
menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit. Si pembeli harus jelas
hendak membeli dengan cash atau kredit?®

Jual beli secara angsuran, ketika seseorang mempunyai barang dagangan
lalu dia menjualnya secara samar dengan cara tempo maka hal itu tidak apa apa.
Baik pembayaran secara tempo tersebut dibayarkan satu kali atau dicicil
beberapa kali. Cara demikian disebut jual beli angsuran. Yang terpenting dalam
akad ini adalah barang yang diperjual belikan telah dimiliki penjual sebelum
dilakukannya akad. Adapun penjual jika tidak memiliki barang lalu melakukan
akad jual-beli dengan seseorang pembeli tersebut, maka hal itu tidak dibolehkan,
karena menjual barang yang tidak dimiliki.

4. Dalil Jual Beli Kredit

Persyaratan jual beli secara berutang atau kredit tidak dijelaskan secara
khusus tetapi berpedoman kepada keumuman ayat tentang jual beli yang terdapat
dalam Al-Quran Surah Al-baqarah ayat 282 dan Surat Al-baqarah ayat 283 yang
membicarakan tentang bolehnya hukum jual beli secara berutang (ba"i al-

muajjal).?’Berikut Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 282:2

26 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, (Jakarta : Gema Insani, 2011),
hlm. 138.

27 Mardani, Figh Ekonomi Syariah Figh Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012),
hlm.183.

28 Al-qur’an Kemenag RI dan Terjemahannya, Surah Albaqarah ayat 282.
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang
piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan
benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana
Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.
Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia
bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi
sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang
akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan
sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika
tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan
dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para
saksi (vang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi
mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila
dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas
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waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih
adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih
mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu
merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,
maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan
ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis
dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (vang demikian),
maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah
kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu.

Kemudian Al-Qur’an Surah Al-Bagarah ayat 283:%°

< {.a; .& wiﬁcf f°’°}€°’f ’f/';‘%.,g/'bﬁg?‘ F ;~~/ a}zo/& <. \, ozi} 3\~
S5 sl 3l Ly KK ol B0 4oy a3 BTA4 oI5 i e 4S5

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.
Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah
vang dipercayai itu kesaksian,karena barang siapa menyembunyikannya,
sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan.”

Dalam ayat ini Allah menunjuk para hamba Allah beberapa aturan
apabila mereka bermuamalah secara tangguh, apabila berhutang. Allah
menerangkan beberapa hukum untuk memelihara harta, yaitu membuat surat
hutang mengadakan saksi dan mengamil agunan (jaminan) apabila ketika tidak
ada yang membuat surat dan saksi. Dan apabila kita perhatikan ayat pertama dari

dua ayat ini, kita mengetahui bahwa ayat tersebut mengandung 15 kali suruhan

dan 15 kali larangan.

29 Al-qu’ran Kemenang RI dan Terjemahannya, Surah Albagarah ayat 283.
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Diriwayatkan  dari  Aisyah  radhiyallahu“anha, dia  telah
berkata: “Rasulullah shallahu alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari
seeorang yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau
menyerahkan baju besi sebagai gadaiannya”.*°

Pada hadist ini, Nabi shallahu“alaihi wa sallam membeli bahan makanan
dengan pembayaran hutang, dan sebagai jaminannya beliau menggadaikan
perisainya. Dengan demikian hadist ini menjadi dasar dibolehkannya jual beli
dengan pembayaran hutang, dan perkreditan adalah satu bentuk jual beli dengan
pembayaran hutang.

. Persyaratan Keabsahan Akad Jual Beli Kredit

Disyaratkan mengenai sahnya suatu akad adanya barang yang diakadkan
harus berada di tangan penjual saat akad. Maka jual beli dengan angsuran
diperbolehkan jika penjual telah memiliki barang sebelum dilakukannya akad.
Apabila seseorang menjual barang kepada pemilik pertamanya, misalnya
seseorang pedagang berkata kepada pemberi utang, “aku jual barang ini
kepadamu dengan syarat orang yang berutang kepadamu menjual kembali
barang ini kepadamu”. Apabila cara tersebut telah ada kesepakatan dan
konspirasi sebelumnya maka tidak dibolehkan, karena cara seperti ini
mengandung tipu daya.

Adapun jika seseorang menjual barang kepada seseorang pembeli
dengan akad serah terima yang sah kemudian pembeli tersebut menjual barang

itu kepada seseorang pengutang. Kemudian pengutang menawarkan barang

30 1bid
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tersebut kepada orang yang mau membayarnya lebih mahal dan akhirnya barang

tersebut dibeli kembali oleh penjual pertamanya, maka jual beli tersebut sah,

karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Sekalipun akad jual beli kredit

dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga tunai pada dasarnya

dibolehkan, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk

keabsahannya, riba dan keuntungannya menjadi harta haram. Persyaratan

tersebut adalah sebagai berikut:

a.

Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Maka jual beli inilah
tidak diperbolehkan. Juga tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah
antara harga tunai dan harga margin yang diikat dengan waktu dan bunga,

karena ini menyerupai riba.

. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit

dilangsungkan. Maka tidak boleh pihak penjual kredit melangsungkan akad
jual beli kredit motor dengan konsumennya, kemudian setelah ia melakukan
akad jual beli ia harus memesan motor dan membelinya ke salah satu pusat
penjualan motor, lalu menyerahkannya kepada pembeli.

Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum

diterima dan belum berada ditangannya kepada konsumen.

. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang.

Barang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad
berlangsung.
Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran

dan jangka waktu nya juga harus jelas.



26

g. Akad jual beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan cara
beli sewa.

h. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membeyar denda, atau harga
barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran.
Karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di
masa Nabi.

Bentuk transaksi jual beli kredit yang dibolehkan dan terpenuhi semua

persyaratan di atas ada 2:

a. Jika penjualnya telah memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijual,
seperti : pemilik showroom motor.

b. Jika penjual nya belum memiliki barang yang diinginkan konsumen, seperti:
lembaga keuangan. 3

B. Pengalihan Kredit (Over Kredit)

1. Pengertian pengalihan Kredit

Dalam ilmu ekonomi, frasa "over credit" mengacu pada akuisisi atau
pengambil alihan. Sedangkan dalam hukum Islam, akad pengalihan utang dari
satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya dikenal
dengan istilah hiwalah. Bahwa seseorang dapat memindahtangankan utangnya
kepada pihak lain pada waktu ia tidak dapat membayar utangnya secara
langsung.

Hukum Islam menyebut pengalihan utang sebagai hiwalah, yang berasal

dari kata al-intiqal dan at-tahwil, yang keduanya mengandung arti transfer atau

31 Syekh Abdurahman, Figh Jual Beli, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 121.
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transfer.®? Menurut Abdurrahman al-Jaziri, kata “hiwalah” secara harfiah berarti
“berpindah dari satu tempat ke tempat lain”.

Makna etimologis hiwalah termasuk membawa sesuatu di pundak dan
mengubah  kulit seseorang.®®  Sebaliknya, adalah mungkin untuk
mendefinisikannya secara teknis sebagai memberikan tanggung jawab kepada
orang lain atas suatu ketergantungan atau hutang. 3

Hiwalah adalah pengalihan hutang dari satu pihak ke pihak lain, dan
penerima bertanggung jawab untuk membayarnya kembali. Penjelasan yang
dimaksud adalah muhil adalah orang yang berutang dan menyerahkannya kepada
orang lain, muhal adalah orang yang berutang dan menerima hiwalah dari muhil,
dan muhal alaih adalah orang yang wajib membayar hutang atau yang terhutang
oleh seorang muhil

Penulis menarik kesimpulan bahwa hiwalah adalah perpindahan hutang
yang disertai dengan saling percaya dan kesepakatan, baik berupa hak untuk
mengalihkan pembayaran maupun tanggung jawab untuk menerima pembayaran
hutang dari pihak lain.

2. Landasan Hukum Hiwalah
Sebuah transaksi atau perbuatan seseorang dalam islam harus dilandasi

dengan sumber-sumber hukum islam, agar dapat mengetahui apakah transaksi

32 Sayyid Sabiq, figih Sunnah, Jilid 3, (Libanon: Daar al-Fikr, 1987), hlm. 178.

33 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003), him. 219.

34 Moh. Rifa’i, Ilmu Figh Islam Lengkap, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm.
415.

35 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah edisi-2, (Yokyakarta: Ekonisia,
2004), him. 71.
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atau perbuatan yang dilakukan melanggar hukum islam atau tidak. Begitu juga
transaksi hiwalah untuk mengetahui kebolehannya harus dilihat dimana sumber
hukum islam menyebutkan:
a. Hadis
Pelaksanaan hiwalah Menurut Muhammad SAW adalah dibolehkan,
ini sesuai dengan hadits beliau: Dari Abi Hurairah ra, ia berkata: bahwa Nabi
Muhammad SAW bersabda: Memperlambat pembayaran hutang yang
dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang
kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka
hendaklah ia beralih (terima pengalihan tersebut) (H.R. Bukhori dam
Muslim) 3
Hadits tersebut di atas menjelaskan bahwa pengalihan utang atau
hiwalah kepada orang yang mampu membayarnya dapat diterima. Rasulullah
juga memerintahkan orang yang berutang untuk menerima hiwalah dan
mengikuti (mengumpulkan) kepada orang yang dihina (muhal'alaih), agar
haknya dapat terpenuhi (dilunasi).*’
b. Ijma’
Menurut ulama tertentu, muhal'alaih atau orang yang dihiwalahi
harus menerima pengalihan hutang tersebut. namun sebagian besar akademisi

berpendapat bahwa hiwalah itu menunjukkan sunnah.®

36 Al Imam Abi Abdillah Ibn Ibrahim al-Bukhori, Shahih Bukhori Jilid 3,(Beirut: Daaral
Fikr, 1981), hlm. 683.

37 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Terjemah oleh Kamaludin. A. Marsuki Jilid 13, (Bandung:
PT. Alma’arif, 1997), him. 42.

38 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah: Dari Teori dan Praktik Cet I, (Jakarta:
Gema Insani, 2001), hlm. 126.
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3. Jenis-jenis hiwalah

a. Hiwalah Muthlagoh. Hiwalah Muthlagoh terjadi ketika seorang debitur
mengalihkan hak tagihnya kepada pihak ketiga tanpa memperhitungkan
hutang pihak ketiga kepada pihak pertama. Hiwalah ini disebut muthlagoh
Jika A berutang uang kepada B dan mengalihkan hak tagih B kepada C tanpa
memberi C kredit apa pun kepada B. Mazhab Hanafi dan Syi'ah adalah satu-
satunya yang menganut pandangan ini; kebanyakan ulama mengkategorikan
hiwalah semacam ini sebagai kafalah.

b. Hiwalah Muqgoyyadah. Hiwalah muqoyyadah terjadi jika Muhil mengalihkan
hak penagihan Muhal kepada Muhal Alaih karena yang terakhir punya hutang
kepada Muhal. Inilah hiwalah mugayyadah dan mensyaratkan para ulama.

Ditinjau dari segi obyeknya hiwalah dibagi 2, yaitu:3°

a. Hiwalah Haq. Hiwalah ini adalah pemindahan piutang dari satu piutang
kepada piutang yang lain dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang.
Dalam hal ini yang bertindak sebagai Muhil adalah pemberi hutang dan ia
mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain sedangkan orang yang
berhutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang.

b. Hiwalah Dayn. Hiwalah ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain
yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeda dari hiwalah Haq. Pada
hakikatnya hiwalah dayn sama pengertiannya dengan hiwalah yang telah

diterangkan terdahulu.

39 Sunarto zulkifli, Panduan Praktis perbankan Syari’ah,(Jakarta : zikrul Hakim, 2021),
hlm. 30.
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4. Kafalah
Kafalah secara etimologi memiliki tiga makna yaitu a/-daman (jaminan),
hamalah (beban), dan za’amah (tanggungan), namun secara menyeluruh ketiga
kata ini memiliki garis pengertian yaitu jaminan. Sedangkan menurut istilah,
kafalah merupakan jaminan yangdiberikan oleh penanggung (kafil) kepada
pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.*°
Dalam pengertian lain,kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab
seseorang yang dijamindengan berpegang pada tanggung jawab orang lain
sebagai penjamin, selain itu sebagaimana yang dinyatakan para ulama fikih
selain Hanafi, bahwa kafalah adalah menggabungkan dua tanggungan dalam
permintaan dan hutang.
a. Rukun dan Syarat Kafalah
Seperti halnya amalan yang lain dalam muamalah, dalam kafalah pun
mempunyai rukun dan syarat, rukun kafalah adalah bagian-bagian yang harus
ada dalam praktek kafalah, sedangkan syarat kafalah adalah syarat-yarat yang
harus dipenuhi oleh semua pihak dan objek agar sah atau diterima oleh syariat
praktek kafalah tersebut. Adapun Rukun dan Syarat adalah sebagai berikut:
1) Rukun Kafalah
a) Sighat kafalah (ijab qabul), adalah kata atau ucapan yang harus

diucapkan dalam praktek kafalah.

40 M. Dumairi Nor, Ekonomi Syariah Versi Salaf, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.), hIm.
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b) Makful bih (obyek tanggungan), adalah barang atau uang yang
digunakan sebagai tanggungan.
¢) Kafil (penjamin/penanggung), adalah orang atau barang yang menjamin
dalam hutang atau uang si piutang.
d) Makful’anh (tertanggung), adalah pihak atau orang yang berpiutang.
e) Makful lah (penerima tanggungan), adalah pihak orang yang berutang.
2) Syarat Kafalah
1) Sighat diekspresikan secara konkrit dan jelas.
2) Makful bih (Obyek tanggungan) bersifat mengikat terhadap tertanggung
dan tidak bisa dibatalkan secara syariat.
3) Kafil: seorang yang berjiwa filantropi (suka berbuat baik demi
kemaslahatan orang lain).
4) Makful’anh, ada kemampuan untuk menerima obyek tanggungan baik
atas dirinya atau yang mewakilinya.
5) Makful lah juga harus dikenal dengan baik oleh kafil.
¢. Macam-macam Kafalah
Secara sederhana, kafalah adalah tanggungan yang diberikan oleh
pihak ketiga atas hutang pihak kedua. Namun ternyata dalam prakteknya
kafalah memiliki lima macam, yaitu sebagai berikut: 4!

1) Kafalah bi al-mal: jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.

Bentuk kafalah ini merupakan sarana yang paling luas bagi seseorang atau

41 Ahmad Isa Asyur, Fikih al-Muyassar fi al-Muamalah, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995),
hlm. 276.
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bank untuk memberikan jaminan kepada para klien/nasabahnya dengan
imbalan atau fee tertentu.

2) Kafalah bi al-nafs: jaminan atas diri seseorang karena nama baik atau
ketokohannya. Dalam hal ini, kafil perseorangan atau bank dapat bertindak
sebagai Juridical Personality yang dapat memberikan jaminan untuk
tujuan tertentu.

3) Kafalah bi al-taslim: Jaminan pengembalian atas barang yang disewa,
ketika batas sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapatdilaksanakan
oleh kafil untuk keperluan klien dalam bentuk kerjasama dengan
perusahaan, leasing company dan lainnya.

4) Kafalah al-munjazah: jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka
waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu, jika dalam dunia perbankan,
kafalah model ini dikenal dengan bentuk performance bond (jaminan
prestasi).

5) Kafalah al-mu’allagah: jaminan ini merupakan penyederhanaan dari
kafalah al-munjazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu

dan tujuan tertentu pula.

C. Dasar Hukum Over Kredit

1. Dasar hukum berdasarkan al-qur’an Surah Al- Baqarah ayat 275:42

42 Al-qu’ran Kemenang RI dan Terjemahannya, Surah Albaqarah ayat 275.
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Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu

karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti,

maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan

urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka
mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Berdasarkan ayat diatas allah melarang umatnya untuk melakukan
perbuatan riba dimana pengalihan kredit atau over kredit sudah ada unsur riba
dan penipuan yang dapat merugikan beberapa pihak dalam bertransaksi
. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Praktik
pengalihan Kredit/ hutang (hiwalah) tanpa sepengetahuan pihak pertama atau
kreditur tidak diperbolehkan. Hal ini tercantum dalam pasal 20 tentang asas-asas
akad, yaitu*3:

Pasal 20 Setiap akad dilakukan atas dasar:

a. Saling ridha dan tidak ada unsur paksaan
b. Saling memahami dan tidak boleh ada unsur penipuan

c. Harus bermanfaat dan tidak boleh ada unsur yang merusak

d. Harus memenuhi rukun dan syarat.

43 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20.
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Jadi berdasarkan pasal tersebut praktik pengalihan kredit/hutang tanpa
sepengetahuan pihak pertama (kreditur) tidak diperbolehkan berdasarkan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai
pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah.

Pengalihan kredit/hutang harus dilakukan dengan persetujuan dan
sepengetahuan dari seluruh pihak yang terlibat, agar sesuai dengan asas-asas
akad yang berlaku dalam KHES.

3. Pendapat Ulama Mazhab Tentang Over Kredit

a. Mazhab Hanafi: menanggapi bahwa over kredit dapat diterima jika tidak ada
unsur riba dan kerugian bagi pihak lain, transaksi harus jelas dan ransaparan,
serta tidak merugikan pihak yang terlibat.

b. Mazhab Maliki: menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi, over
kredit dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan tidak
melanggar prinsip syariah.

c. Mazhab syafi’i: memperbolehkan over kredit selama tidak ada unsur
penipuan dan semua pihak setuju dengan syarat yang ditetapkan.
Menekankan pada keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi.

d. Mazhab hambali: lebih ketat dalam hal ini, dan cenderung melarang praktik
yang berpotensi merugikan salah satu pihak, menekankan pada keharusan
untuk menghindari riba dan ketidakpastian dalam transaksi.**

4. Fatwa DSN-MUI Tentang Over Kredit

44 ibid
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Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2000

yaitu sebagai berikut:*

o

. Muhil (orang yang berutang dan berpiutang)

o

. Muhal (orang berpiutang kepada muhil)

o

. Muhal ‘Alaih (orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar uang

kepada muhal)

o

. Muhal Bih (utang muhil kepada muhal)

[¢)]

. Sighat (Ijab-kabul).

Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk
menunjukkan kehendak mereka dalam melaksanakan kontrak (akad). Dalam
pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau
menyewakan kepada pihakn lain. Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari penerima fidusia. Keberadaan para pihak pada satu majlis
adalah rukun wajib terpenuhi.

Over kredit kendaraan motor dapat dilakukan dengan syarat tidak ada
unsur riba dan harus ada kejelasan menegenai hak dan kewajiban masing-masing
pihak. Transaksi harus dilakukan secara transaparan dan adil.

D. Leasing

1. Pengertian Leasing

4 Muhammad Ariftullah, implementasi akad hawalah pada transaksi over kredit motor
dalam perpektif fatwa DSN-No 12/DSN-MUI/IV/2000, Jurnal Ilmiah Ekonomi, manjemen dan
syariah, Vol. 2, No. 1 (April 2023).
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Leasing adalah suatu perjanjian dimana Lessor menyediakan barang
(asset) dengan hak penggunaan alih Lesse dengan imbalan pembayaran sewa
untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan SK Menteri Keuangan
No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 199146, sewa guna usaha adalah
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa
guna usaha dengan menggunakan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna
usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh /essee selama
jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.*’

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha
merupakan suatu kontrak atau persetujuan antara /essor dan lessee, objek-objek
sewa guna usaha adalah barang modal, dan pihak /essee memiliki hak opsi
dengan harga berdasarkan nilai sisa dan sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati berdasarkan kesepakatan bersama.

. Para Pihak Dalam Leasing

Tedapat berbagai variasi dari para pihak yang terlibat dalam sistem
pembiayaan berpolakan leasing, pada prinsipnya para pihak tersebut adalah :

a. Lessor, yakni merupakan pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara
leasing kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini lessor bisa
merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat “multi finance”, tetapi
dapat juga perusahaan yang khususbergerak di bidang leasing.

b. Lessee, ini merupakan pihak yang memerlukan barang modal, barang modal

46 SK Menteri keuangan No. 1169/KMK/1991.
47 Frianto Pandia, Lembaga Keuangan Rineka, (Jakarta: Cipta, 2005), hlm 110-11
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mana dibiayai oleh lessor dan diperuntukkan kepada lessee.
. Supplier, merupakan pihak yang menyediakan barang modal yangmenjadi
objek leasing, barang modal mana dibayar oleh lessor kepada supplier untuk
kepentingan lessee.

Dapat juga supplier ini merupakan penjual biasa. Tetapi ada juga
jenis leasing yang tidak melibatkan supplier, melainkan hubunga bilateral
antara pihaklessor dengan pihak lessee. Misalnya dalam bentuk Sale And

Lease Back.*8

4 Munir Fuady, Hukum Tentang Leasing, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 11



BAB 111
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian
Penulisan ini dilakukan di FIF Group Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir,
Kabupaten Labuhan Batu Penulis memilih lokasi tersebut karena memang di
tempat tersebut yang memiliki permasalahan sesuai dengan survey awal penulis,
tempat tersebut sangat sesuai dengan permasalahan yang ada. Oleh karena itu
penulis mengadakan penulis survei pertama pada tanggal 15 April 2024 sampai
dengan 28 November 2024.
B. Jenis dan pendekatan Penelitian
1. Jenis penelitian Dalam Penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang digunakan
secara sistematis dengan mengambil data di lapangan untuk memenuhi
kriteria.*®
2. Pendekatan dalam penelitian ini adalah Penulis menggunakan Teknik deskriptif
analisis bersifat kualitatif yang mampu memberikan keterangan data dalam
pola deskripsi secara jelas dan benar, data yang menyeluruh dari hasil
wawancara ataupun dari dokumentasi. Agar peneliti bisa menguraikan dan
mendeskripsikan hasil data terkait penelitian Peralihan kredit atau Over Kredit
kendaraan Motor di Lembaga Pembiayaan Leasing FIF Group. Dan pendekatan
normatif, yaitu pendekatan menggunakan keilmuwan dan ranah Islamic Studies

(KHES, fikih, hadis dan sebagainya).

49 Suharismi Arikunto, Dasar - Dasar Research, (Tarsoto:Bandung, 1995 ), hlm. 58.
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C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung
dari sumbernya yaitu dari Lembaga pembiayaan leasing FIF Group.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh ataun dikumpulkan oleh peneliti
melalui dokumen yaitu sumber data yang diperoleh dari artikel dan buku-buku
referensi lain yang bersangkutan dengan penelitian untuk memperkuat
penelitian dan melengkapi informasi dari FIF Group Negeri lama Kecamatan
Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode ini peneliti akan menggunakan metode Teknik sebagai

pengumpulan data yakni sebagai berikut:>°
1. Interview (Wawancara)

Interview (wawancara) adalah salah satu alat yang paling banyak
digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara
memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari para responden
dalam berbagai situasi dan konteks. Sebagai tindak lanjut dari pengamatan,
peneliti juga melakukan serangkaian wawancara dengan pihak-pihak yang
terkait langsung maupun tak langsung dalam praktek pengalihan kredit di bawah
tangan.

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Teknik
purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan

pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah

50 Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar; (Jakarta: PT. Indeks, 2012), hlm, 45.
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karena tidak semua informan yang diteliti, hanya diambil beberapa sampel saja.
Oleh karena itu, penulis memilih teknik Purposive Sampling yang menetapkan
pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi
oleh informan yang diambil dalam penelitian ini.

Peneliti mengadakan wawancara dengan pelaku-pelaku dan yang terkait
dengan praktek ini khususnya pihak yang dianggap berkompeten atau
mempunyai kapasitas dalam pelaksanaan perdagangan, jual beli dan hal yang
terkait dengan inti permasalahan yang diangkat.

Wawancara dalam penelitian ini juga didukung melalui media
komunikasi WhatsApp untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang berkaitan
dengan penelitian ini.

. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu perolehan data dari sumber non manusia seperti
dokumen, foto dan bahan statistik/teori mengenai jual beli dan wanprestasi yang
perlu medapatkan perhatian selayaknya. Dokumentasi bertujuan untuk
mendapatkan data berupa obyek non manusia yang dapat dijadikan data acuan
terkait masalah yang diteliti.

. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan di lapangan untuk
mendapatkan suatu data kegiatan. Dalam penelitian dan observasi ini peneliti
bertindak langsung sebagai partisipan atau aktor sentral pengumpul data.

Observasi bertujuan untuk mendapatkan data-data kegiatan dan praktek yang
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terjadi di lapangan baik pra penelitian, saat penelitian maupun pasca penelitian
dengan cara pengamatan langsung ke lapangan.
E. Teknik Pengolahan Data
Teknik Pengolahan data yang digunakan peneliti setelah semua data-data
yang diperlukan telah terkumpul adalah sebagai berikut:®*
1. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu
perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti: merangkum, memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan
polanya serta membuang data yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya lagi bila ada data yang
diperlukan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah penyajian data.
Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Fenomena
sosial bersifat kompleks dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat
memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan

mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah

51 Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1992), him. 16.
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ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu
berkembang atau tidak.

Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang
dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka
hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang grounded.
Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-
data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan
data yang terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh
data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak
lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya di displaykan pada laporan akhir
penelitian.5?

3. Verifikasi Data/penarikan Kesimpulan
Verifikasi data dilakukan apabila Kesimpulan awal yang dikemukakan
masih bersifat sementara, dan aka nada perbahan-perubahan apabila tidak
dibarengi dengan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya. Bila Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap
awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian
Kembali kelapangan mengumpulkan data, maka Kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpuln yang kredibel atau dapat dipercaya.®

F. Teknik Analisis Data

52 Ida Zahara Adibah, Metodologi Grounded Theory, Jurnal Inspirasi, Vol. 2 No. 2,
(Desember 2018), him. 148.
%3 Tjiptono, Teknik Analisis Data, (Surabaya: Jasa Gramedia, 2015), hlm. 38.
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Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data
dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan
hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah suatu Teknik yang menggambarkan
dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh
Gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.>

Analisis data peneletian kualitatif metode atau cara mendapatkan data
menjadi informasi sehingga karakteristik sebuah data tersebut menjadi mudah
untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan Solusi permasalahan yang
utama adalah masalah tentang sebuah penelitian,setelah ditelaah dan dipelajri
secara menndalam maka Langkah selanjutnya dalah Menyusun dan

mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.>®

% Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2003), him. 9.
%5 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif,( Bandung: CV Alfabet, 2012), him. 234-245.



BAB 1V
HASIL PENELITIAN
A. Temuan Umum Hasil Penelitian
1. Gambaran umum PT FIF GROUP

PT Federal International Finance (FIFGROUP) didirikan dengan nama PT
Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan ijin usaha yang
diperoleh dari Menteri Keuangan, maka Perseroan bergerak dalam bidang Sewa
Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Pada tahun 1991,
Perusahaan merubah nama menjadi PT Federal International Finance namun
seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar,
Perseroan mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor Honda pada
bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Pada mei 2013,
Perusahaan meluncurkan merek FIF GROUP.%®

Salah satu kantor FIF yang ada di Negerilama kecamatan bilah hilir
kabupaten labuhan Batu. Perusahaan dibawah naungan fifgroup ini berfokus
pada layanan finance khususnya pembiayaan konvensional serta syariah, leasing
kendaraan bermotor dan kredit kendaraan bermotor. Produk lain yang dapat
dilakukan dengan FIF adalah pinjaman uang tunai dengan pengadaian/gadai
bpkb motor dan kredit motor honda. Saat ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, maka bidang usaha FIFGROUP adalah:

S6https://fiferoup.co.id/informasi-perusahaan/informasi-umum#profil-perusahaan, Diakses
pada Pukul 22.30 WIB_(05 Oktober 2024)
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a. Pembiayaan Investasi

b. Pembiayaan Modal Kerja

c. Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi (Operating Lease) dan/atau kegiatan
berbasis fee

d. Pembiayaan Syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi,
dan/atau Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad
berdasarkan prinsip syariah; dan

e. Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

FIFGROUP bergerak di bisnis layanan pembiayaan dengan nama
merek berikut:®’

a. FIFASTRA motorcycle financing adalah jasa layanan pembiayaan sepeda
motor Honda, baik motor baru maupun bekas dan masih berkualitas.

b. SPEKTRA multi financing adalah jasa layanan pembiayaan multigunauntuk
menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari alat elektronik, perabot
rumah tangga, furniture, gadget, produk lifestyle, dan kebutuhan lainnya.

c. DANASTRA micro financing diluncurkan untuk menjawab kebutuhan
publik untuk solusi pembiayaan dalam mengembangkan bisnis dan modal
kerja serta untuk pembiayaan multiguna.

d. AMITRA syariah financing telah mempromosikan produk perjalanan religius
unggulannya dalam bentuk umroh reguler, umroh plus, dan haji. Semua

kontrak di AMITRA dibuat dalam akad berbasis syariah.

57 Ibid
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Berikut adalah brosur peminjaman dana/ kredit motor dari FIF Group :

Gambar 1.1: Brosur

Sumber: Pihak FIF Group

Gambar 1. 2: Brosur Jenis Kendaran dan Harganya

Sumber: Pihak FIF Group

FIFGROUP hadir untuk mengakomodir keanekaragaman kebutuhan
masyarakat Indonesia dengan senantiasa berpegang pada prinsip inovasi dan
kreativitas. “Mengubah tantangan menjadi peluang”adalah landasan pemikiran
yang membuat FIFGROUP terus berkembang.

2. Dasar hukum subtansif
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Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensipembiayaan
konsumen adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas “kebebasan
berkontrak™®® yaitu perjanjian antara pihak perusahaan financial sebagai kreditur
dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan
prinsip- prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan
mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi peda ketentuan dalam pasal 1338 ayat
1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.>®
. Dasar Hukum Administratif

Seperti juga terhadap kegiatan Lembaga pembiayaan lainnya, maka
pembiayan konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan
dikeluarkannya Keppres No.61 Tahun 1988 tentang ‘“Lembaga Pembiayaan”
yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan
N0.1251/KMK.013/1988 tentang “Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan
Lembaga Pembiayaan™.%

Dimana ditentukan bahwa salah satu kegiatan pembiayaan tersebut
adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut “Pembiayaan Konsumen”.
Perbankan syari’ah secara resmi beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 telah
menambah semarak sistem perbankan nasional. Bank syari’ah pertama di

Indonesia adalah PT. Bank Syari’ah Muamalah Indonesia Tbk, atau lebih

dikenal dengan sebutan BMI yang didasari oleh Undang-undang No.7 tahun

%8 Pasal 1320 KUHPerdata
% Pasal 1338 Ayat 1| KUHPerdata.
80 Keppres No 61 Tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara Lembaga pembiayaan.



48

1992 tentang perbankan yang jo Undang-undang No.10 tahun 1998 jo Undang-
undang No. 4 tahun 20035 Berdasarkan undang-undang ini, bank umum
konvensional diperbolehkan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syari’ah melalui pembukaan UUS Selain bank, lembaga pembiayaan juga
membuka UUS atau juga disebut usaha dengan prinsip syari’ah, yang dimaksud
prinsip syari’ah disini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara
bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan
usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari’ah.
Kemudian PT. FIF mengaplikasikannya dengan membuka UUS yang
dikenal dengan FIF Syari’ah. FIF Syari’ah sudah menempatkan cabangnya
dibeberapa kota di Indonesia meski tidak sebanyak cabang konvensional, salah
10 satunya adalah di kota Kudus berdomisili di Ruko Panjunan 4-A, lokasi antara
FIF konvensional dengan Syar’iah satu atap. Prinsip- prinsip yang diterapkan
telah membawa FIF Syari’ah menuju kesuksesan, dapat dilihat dengan
bertambahnya nasabah dari bulanke bulan yang tertarik dengan produk yang
ditawarkan, maka hal ini merupakan fakta bahwa FIF Syari’ah mampu
mewujudkan keinginan masyarakat dalam mengatasi kemaslahatan ummat FIF
GROUP adalah grup manajemen dari beberapa perusahaan yang memiliki unit

bisnis yang berbeda-beda.5?

61 Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 4 Tahun 2003.
82 Ibid



49

4. Visi dan Misi Federal Internasional Finance (FIF Group)®
a. Visi Federal Internasional Finance Menjadi pemimipin industri yang
dikagumi secara nasional.
b. Misi Federal Internasional Finance Membawa Kehidupan yang Lebih Baik
untuk Masyarakat.
5. Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan penggerak bagi maju mundurnya sebuah
usaha Perusahaan. Dengan organisasi ini dapat diketahui apa yang hendak
dilakukan oleh masing di visi untuk ke satu tujuan. Struktur organisasi pada FIF
Group di Negeri Lama Kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batu yakni
tugas dan kewajiban masing-masing terdiri:
a. Kredit kepala pos (pimpinan cabang) Bimo
Bertanggung jawab atas pemberi acc/izin untuk tim kredit setiap orde
yang diimput kedalam sistem dan mengontrol tim kolektor di kantor maupun
di lapangan.
b. SPV 1 Cindy
Mencetak bahan tagihan untuk kolektor setiap hari, yang sudah
terlambat dua bulan keatas dan pengurusan asuransi kehilangan dan kematian.
c. SPV 2 Rini Nasution
Mencetak bahan tagihan untuk kolektor setiap hari, yang sudah

terlambat satu sampai dua bulan.

83 https:/fifgroup.co.id/informasi-perusahaan/informasi-umum, Diakses Pada Pukul 10.11
WIB (06 Oktober 2024).

64 Wawancara dengan informan Bimo Kepala Cabang (Pimpinan) FIF Group Negeri Lama,
Kecamatan Bilah hilir Kabupaten Labuhan batu, 03 Oktober 2024
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. SPV 3 Rusdi

Mencetak bahan tagihan untuk kolektor setiap hari, yang sudah
terlambat enam hari sampai satu bulan.
. CA Harmidi marpaung

Analisa kredit (CA) memberi acc DP atau uang muka setiap akad
kredit motor baru, dan menganalisa hasil survey dan menginputnya ke sistem

untuk di acc ole kepala cabang (pimpinan).

. UH Heru

Pemberi acc dari hasil survei di lapangan dan menganalisa layak atau
tidaknya diberikan fasilitas pinjaman, dan menginput ke sistem setiap
kontrak.

. CC Rudiansyah

Memasukkan data konsumen yang telah di acc oleh pimpinan dan
menelepon kepada setiap konsumen untuk memastikan unit kendaraan motor/
elektronik yang di kredit konsumen sampai dengan ketangan
costumer/konsumen.

. COC Nurhidayah

Mengarsipkan berkas yang diinput dan mencocokkan nomor

kontrak/nomor rekening untuk pembayaran konsumen dan menginputnya

kesistem untuk di acc oleh kepala pimpinan.®®

i. CC Ainun Amitra Syariah

& Ibid
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Menyediakan layanan pembiayaan syariah untuk berbagai kebutuhan

masyarakat, seperti umroh dan haji.

Pimpinan
Bimo
SPV 1 SPV 2 SPV 3
Cindy Rini Nasution Rusdi

! . !

CA UH
Harmidi Heru
CC CQC
Rudiansyah Nurhidayah
CcC
Ainun

B. Hasil Penelitian
1. Pelaksanaan Transaksi Over Kredit Kendaraan Motor di Bawah Tangan
yang terjadi di FIF Group
Pengalihan kredit saat ini merupakan hal yang lumrah bahkan telah
terjadi di berbagai tempat, seperti yang terjadi di Negeri lama, kecamatan bilah
hilir kabupaten labuhan batu. Pengalihan kredit di bawah tangan ini tidak
terlepas dari banyak lembaga pembiayaan yang memberikan pembiayaan untuk

pembelian kendaraan seperti mobil dan sepeda motor.
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Tidak hanya itu, budaya masa kini yang semakin berkembang dan sangat
persuasif dengan cara seperti itu. sejak saat itu berbagai lembaga pembiayaan,
khususnya dalam pembiayaan kendaraan motor muncul dan berkembang pesat
dengan berbagai instrumen dan penawaran yang dapat menarik hati pembeli.
Dari permasalahan tersebut, pembeli akhirnya tertarik untuk mengajukan
pembiayaan pembelian motor melalui lembaga leasing, yang kemudian
dilakukan cicilan menggunakan sistem kredit.

Namun, ada beberapa pembeli yang mengajukan kredit kendaraan motor
dengan keadaan belum siap secara finansial, yang seharusnya tidak memaksakan
diri untuk melakukan kredit. Dikarenakan masih banyak kebutuhan lain yang
lebih penting. Seperti yang dikatakan Bapak Bimo yang berprofesi sebagai
kepala cabang ( Pimpinan) di FIF Group, ia mengatakan,

“ Fakta yang terjadi saat ini dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat

di labuhan batu sangat antusias dalam melakukan pembelian kendaraan

motor secara kredit. Bahkan bisa dibilang belum mampu dalam segi

ekonomi, namun tetap tertarik untuk melakukan kredit menggunakan jasa

leasing”.%

a. Kasus 1
Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap kasus 1 yaitu bapak
rahmad dan inisial mengenai pelaksanaan transaksi over kredit kendaraan
motor di bawah tangan.®’
“ kebetulan saya mengkredit motor vario kalo cashnya itu sekitar
Rp.25.000.000,00 pada saat itu uang muka nya Rp.5.100.000,00,
perbulannya sekitar Rp. 2.000.000,00 selama 4 tahun”

“menurut saya, over kredit adalah menjual motor dengan harga tertentu

66 Wawancara dengan informan Bimo Kepala Cabang (Pimpinan) FIF Group Negeri Lama,
Kecamatan Bilah hilir Kabupaten Labuhan batu, 15 mei 2024
67 Wawancara dengan informan Rahmad H, 27 September 2024
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dan mengalihkan pembayaran angsuran kepada pembeli motor tersebut.
Biasanya dilakukan karna beberapa faktor.

“saya membutukan uang untuk keperluan mendesak, saya jual motor
saya yang masih belum lunas kreditnya karena saya butuh uang. Saya
jual motor saya kepada teman saya dengan dasar saling percaya saja
kalau dia akan memabayar sisa kreditnya setiap bulan.”

“saya terlebih dahulu menawarkan kepada teman-teman saya, apabila
ada yang tertarik maka motor tersebut saya jual seharga yang saya
butuhkan saat itu.”

“kalau secara hukum lebih jelasnya saya kurang mengetahui, akan
tetapi yang sebenarnya jika kita ingin melakukan over kredit harusnya
melaporkan terlebih dahulu kepihak leasingnya, namun prosedurnya
lebih rumit dan memakan waktu yang lama.”

“melakukan over kredit secara resmi itu sulit dan ribet apalagi saat kita
membutuhkan uang dengan cepat”. Kalau over kredit motor diketahui
oleh pihak FIF akibatnya motor bisa diambil.”

Hal yang sama didukung pula oleh Bapak G®®

“ seingat saya mengkredit motor di FIF 2.000.000,00 an perbulannya
motor beat. Menurut saya, over kredit adalah menjual motor dengan
harga tertentu dan mengalihkan pembayaran angsuran kepada pembeli
motor tersebut.

“saya membutukan uang untuk keperluan mendesak, saya jual motor
saya yang masih belum lunas kreditnya karena saya butuh uang.”

“saya terlebih dahulu menawarkan kepada teman-teman saya, apabila
ada yang tertarik maka motor tersebut saya jual seharga yang saya
butuhkan saat itu.”

“kalau secara hukum tentang over kredit lebih jelasnya saya kurang
mengetahui, akan tetapi yang sebenarnya jika kita ingin melakukan
over kredit harusnya melaporkan terlebih dahulu kepihak leasingnya,
namun prosedurnya lebih rumit dan memakan waktu yang lama.”

“ melakukan over kredit secara resmi itu sulit dan ribet apalagi saat kita
membutuhkan uang dengan cepat. Kalau over kredit motor diketahui
oleh pihak FIF akibatnya motor bisa diambil.”

88 Wawancara dengan Informan G, 27 September 2024
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Berdasarkan hasil wawancara diatas saya mendapatkan jawaban yang
hampir sama dan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi over kredit
kendaraan motor dibawah tangan dilakukan karena minimnya pengetahuan
mengenai over kredit secara resmi, membutuhkan uang, sulitnya proses serta
lamanya waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan transaksi over kredit
tersebut, itu semua terjadi karena prosesnya sulit dan memerlukan waktu yang
cukup lama.

. Kasus 2

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap kasus 2 yaitu bapak
Harisman mengenai pekaksanaan transaksi over kredit kendaraan motor
dibawah tangan:®°

“saya mengkredit motor Scoopy Energetic kalau cashnya

Rp.23.290.000,00, dengan uang muka nya Rp 4.550.000,00,

perbulannya sekitar Rp. 1.610.000,00 selama 18 bulan.”

“over kredit menurut saya mengalihkan pembayaran angsuran atau

mengalihkan tanggungan kredit kendaraan kepada orang lain yang

ingin melanjutkan tanpa sepengetahuan leasing.”

“Motor saya belum lunas kreditnya, tapi saya jual motor itu dengan

alasan saya butuh modal untuk kerja. Saya sudah sepakat dengan

pembeli motor saya kalau dia akan melanjutkann sisa kreditnya sesuai
dengan waktu yang ditentukan.”

“sebelum melakukan over kredit saya memberitahukan kepada

tetangga-tetangga dekat rumah. Jika tidak ada biasanya saya minta

tolong kepada teman kalau ada yang ingin melanjutkan.”

“Mengenai aturan over kredit secara hukum saya tidak tahu sama sekali,

yang saya tau kalau ingin melakukan over kredit motor maka motornya

dijual saja ke orang yang ingin melanjutkan kreditnya, dan
perjanjiannya atas dasar saling percaya saja.”

69 Wawancara dengan Informan Harisman, 28 September 2024.
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“sepertinya sulit melakukan over kredit secara resmi karena pasti
persyaratannya itu banyak dan perlu waktu lama.

“Kalau pihak FIF mengetahuinya kita melakukan over kredit secara
tidak resmi yang pastinya motornya bisa diambil.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi
over kredit kendaraan motor dibawah tangan terjadi karena membutuhkan
uang untuk modal kerja dan minimnya pengetahuan tentang over kredit dan
asal mengalihkannnya saja tanpa memberitahukan kepihak leasing secara
resmi dan menganggap over kredit secara resmi itu sulit dan perlu waktu yang
lama.

. Kasus 3

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap kasus 3 yaitu bapak
Sulaiman dan inisial N mengenai pekaksanaan transaksi over kredit
kendaraan motor dibawah tangan:’

“Saya pernah mengkredit motor di FIF, kebetulan saya mengkredit

motor scoopy kalo cashnya itu sekitar Rp.20.000.000,00 an dengan

uang muka nya Rp 5.550.000. , perbulannya sekitar Rp.1.244.000,00 an

selama 24 bulan”

“Over kredit menurut saya mengalihkan pembayaran motor atau
menjual motor kepada orang lain dengan pembayaran tertentu.”

“Alasan saya menjual/mengoverkreditkan motor karena ada keperluan
medesak, dan memiliki hutang yang harus segera dibayar”.

“Ketika ingin melakukan over kredit motor saya menjelaskan terlebih
dahulu kepada orang yang ingin melanjutkannya, mengenai berapa
cicilannya dan sudah berapa bulan pemakaian serta harga jual sepeda
motor yang akan di over kredit tersebut. jika sudah setuju maka motor
tersebut jadi milik yang membeli dan melanjutkan pembayaran
cicilannya. Saya tidak menyangka kalau yang membeli motor saya
tidak membayar sisa kredit motor tersebut. Saya kaget karena pihak

"0'Wawancara dengan Informan Sulaiman, 02 Oktober 2024.
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leasing datang untuk meminta tagiham motor tersebut. Ternyata
pembayaran kredit motor yang sudah saya jual sudah menunggak 2
bulan, dan ternyata si pembeli pergi keluar kota dan menghilang tanpa
kabar.”

“Saya tidak tahu mengenai over kredit secara hukum, mungkin
mengikuti aturan-aturan dari pihak FIF kalau memang ingin mengover
kreditkan motor tersebut.”

“mengover Kkredit secara resmi menurut saya sulit dan juga pastinya
rumit, lama dan banyak persyaratannya.”Kalau akibat hukumnya atau
resikonya yang saya ketahui apabila orang yang menerima over kredit
tersebut tidak membayar angsuran tepat waktu maka pasti akan
ketahuan oleh pihak FIF bahwa motor tersebut di overkan kreditkan
lalu pastinya saya yang dirugikan karena motor tersebut masih atas
nama saya dan juga motornya pasti ditarik oleh mereka jika telah
ketemu dan pihak lainnya tidak bisa membayar angsurannya”.

Kemudian hal yang sama didukung pula oleh bapak N7

“Saya pernah mengkredit motor di FIF Perbulannya sekitar
Rp.1.244.000,00 an selama 3 Tahun”

“Over kredit menurut saya mengalihkan pembayaran motor atau
menjual motor kepada orang lain dengan pembayaran yang disepakati.”

“Ada banyak alasan orang melakukan over kredit salah satunyaseperti
yang saya alami ada keperluan medesak, dan memiliki hutang yang
lain”.

“Ketika ingin melakukan over kredit motor saya menjelaskan terlebih
dahulu kepada orang yang ingin melanjutkannya, mengenai berapa
cicilannya dan sudah berapa bulan pemakaian serta harga jual sepeda
motor yang akan di over kredit tersebut. jika sudah setuju maka motor
tersebut jadi milik yang membeli dan melanjutkan pembayaran
cicilannya.

“mengenai over kredit secara hukum saya tidak tahu. Menurut saya
melakukan over kredit secara resmi itu sulit dan juga pastinya rumit,
lama dan banyak persyaratannya.”

“kalau akibat hukumnya atau resikonya yang saya ketahui apabila orang
yang menerima over kredit tersebut tidak membayar angsuran tepat
waktu maka pasti akan ketahuan oleh pihak FIF dan motornya diambil”.

"I ' Wawancara Dengan Informan N, 03 Oktober 2024.
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Berdasarkan hasil wawancara saya mendapatkan jawaban yang hampir
sama dan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi over kredit
kendaraan motor dibawah tangan karena ada keperluan mendesak sperti
memeiliki hutang yang lain dan harus segera dibayar, dan lain-lain. Serta
akibat hukum yang munkin tidak terlalu menimbulan efek jera pada
konsumen yang pernah melkukannya sehingga hal tersebut masih terjadi.

. Kasus 4

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap kasus 3 yaitu ibu
Dewi S mengenai pelaksanaan transaksi over kredit kendaraan motor
dibawah tangan??.

“Saya membeli motor tersebut karena saya jugak butuh motor tersebut
untuk sehari-hari makanya saya tertarik membelinya.”

“over kredit menurut saya menjual/mengalihkan motornya kepada
orang lain atas dasar saling percaya, sama seperti yang saya lakukan
Ketika membeli motor saya dari teman saya atas dasar saling percaya
dan kesepakatan kami saja, dan kebetulan saya tidak sanggup
membayar cicilan motor tersebut dan pihak leasing mengambil motor
tersebut.

“menurut saya melakukan over kredit secara resmi itu sulit sulit dan
memakan waktu apalagi kami sangat membutuhkan motornya dan
penjual juga minta tolong kepada saya”

“saya mengetahui akibat hukum apabila dilakukan secara tidak resmi
seperti yang saya alami kalau tidak resmi ya motor tersebut diambil
pihak leasingnya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan transaksi over kredit kendaraan motor dibawah tangan terjadi

karena nasabah/debitur resmi menjual motornya kepada pihak ketiga atas

2 Wawancara dengan Informan ibu Dewi S, 29 September 2024.
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dasar saling percaya saja tanpa ada perjanjin hitam diatas putih, serta
menganggap over kredit secara resmi itu sulit, pembeli membutuhkan motor
tersebut namun tidak sanggup membayar cicilan motor tersebut, dan
sepertinya pihak ketiga sudah biasa melakukan hal tersebut. Dan Berdasarkan
hasil wawancara saya dengan beberapa informan diatas jadi saya dapat
mendapatkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan
transaksi over kredit dibawah tangan yaitu:”
1) Membutuhkan uang
Faktor terjadinya pelaksanaan over kredit kendaraan motor
dibawah tangan disebabkan debitur membutuhkan uang secepatnya untuk
keperluan lain.
2) Memiliki hutang yang lain
Faktor yang selanjutnya karena memiliki hutang ditempat yang
lain, yang pastinya kejadian ini sudah jatuh tempo dan harus segera
dibayarkan, sehingga para debitur mengambil Langkah untuk menjual
motor tersebut.
3) Proses yang lama
Proses yang memakan waktu lama membuat para subjek
mengambil tindakan untuk melakukan over kredit motor dibawah tangan,
serta proses yang sulit sedanglan mereka sedang dalam keadaan mendesak.
4) Kurangnya pemahaman terhadap akibat hukum

Pelaksaan transaksi over kredit dibawah tangan juga terjadi karena

8 Wawancara dengan informan, Rahmad H 27 september 2024,
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minimnya pemahaman terhadap akibat hukum, yang tidak terlalu
menimbulkan efek jera kepada mereka, dan beranggapan hanya motor saja
yang diambil akan tetapi tidak memikirkan apa yang terjadi dikemudian
hari.
a. Penyelesaian sengketa over kredit kendaraan motor dibawah tangan di FIF
Group Negerilama Kecamamatan Bilah hilir kabupaten Labuhan Batu.
Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap bapak Bimo kepala
Cabang FIF Group Negerilama kecamatan bilah hilir, kabupaten labuhan
Batu.”

“Syarat untuk mengkredit motor di FIF cukup menyiapkan KTP, kartu
Keluraga, dan slip Gaji, ajukan pembiayaan motor anda melalui dealer
terdekat, setelah pengajuan ikuti proses sesuai informasi yang diberiakn
oleh petugas FIF.”

“ada yang melakukan over kredit di FIF bahkan ada yang tidak
membayar dan menghilang begitu saja, yang hilang ini bahkan pindah
rumah.”

“kalau dulu diperbolehkan asalkan memberitahukan kepada pihak kami,
yaitu dengan membawa calon pembeli, kemudian KTP,KK,Slip
Gaji,NPWP , Rekening tabungan 3 bulan terkahir, serta rekening
listrik/PBB,setelah lengkap kami akan menilai pengajuan over kreditmu
diterima atau sebaliknya. kemudian membuat surat perjanjian, setelah itu
tunggu dari pihak FIF akan menginformasikannya. Akan tetapi kalau
untuk saat ini semenjak ada keluar aturan fidusia dalam undang-undang
nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, dimana dijelaskan
pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewa
objek jaminan fidusia kepada pihak lain, kecuali sebelumnya sudah ada
perjanjian tertulis dari penerima fidusia.

“Dan kami dari pihak FIF mengambil Langkah untuk tidak
memperbolehkan lagi adanya over kredit, jadi buat konsumen yang
melakukan kredit sementara angsurannya itu belum lunas maka barang
tersebut masih atas nama FIF. Jadi, misalkan ada konsumen yang

74 Wawancara dengan Informan Bimo (kepala cabang FIF Group Negerilma Kecamatan
Bilah hilir, kabupaten Labuhan Batu, 03 oktober 2024.
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melakukan over kredit untuk mengatur perjanjian fidusianya Kembali
akan leboh suliit. Maka dari itu kami pihak FIF Group sekarang
menegaskan bahwa jika konsumen melakukan kredit maka sampai
angsuran barang tersebut lunas. Walaupun di tengah jalan konsumen ada
yang melakukan over kredit kami tetap tidak bisa mengizinkan, namun
itu berlaku hanya untuk yang Pelaksaan over kreditnya ketahuan.
Biasanya ketahuan kalau ada macet pembayaran. Jika tidak ketahuan dan
antara orang yang mengoverkan dan menerima over kredit tersebut
kooperatif sampai akhir pelunasan itu tidak masalah karena pastinya
tidak menimbulkan kerugian di pihak kami”

“Akibat hukum yang pasti diberikan jika ketahuan melakukan over kredit
dan bermasalah yaitu cacat namanya. Jika di kemudian hari dia ingin
melakukan kredit lagi itu akan lebih susah, dan itu tidak hanya berlaku
di FIF saja akan tetapi di semua leasing karena dia sudah memiliki
riwayat buruk dalam pembiayaan. Dan biasanya juga mereka yang cacat
namanya datang kesini untuk minta dibukakan blokirnya supaya dapat
melakukan kredit lagi akan tetapi tidak bisa karena itu tugas OJK yang
menanganinya. Akibat hukum yang kedua yaitu bisa dipidana akan tetapi
hampir tidak pernah, karena kerugian yang dialami tidak seberapa jika
dibandingkan dengan mengurus ke pengadilan.

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada karyawan fif Group yaitu
Cindy terkait apabila menemukan kasus over kredit dibawah tangan:”

“Apabila kami menemukan kasus over kredit motor dibawah tangan
akan tetapi pembayarannya lancar maka kami tidak terlalu menanggapi
hal tersebut akan tetapi tetap ada kerugiannya misalkan konsumen
pertama pada saat pelunasan tidak dapat hadir atau tidak bisa dihubungi
maka untuk surat BPKB dari pihak FIF tetap tidak bisa memberikan jika
tidak pada orang yang bersangkutan karena barang yang di kreditkan
tersebut masih atas nama konsumen pertama dan tidak bisa diwakilkan
walaupun dengan saudara, istri, anak dll.

“Namun apabila yang melakukan over kredit tersebut bermasalah dalam
pembayarannya sampai menunggak 2 bulan, maka kami pasti
memberikan teguran dengan menghubunginya kepada konsumen/debitur
pertama dan biasanya dari situlah awal mula pihak kami mengetahui
bahwa konsumen tersebut sudah melakukan over kredit. Jika sudah
ketahuan maka yang kami lakukan yaitu meminta bantuan kepada
konsumen pertama untuk memberi tahukan dimana alamat orang yang
menerima over kredit tersebut untuk ditindak lanjuti. Biasanya sebelum

75 Wawancara dengan Informan Cindy( Karyawan FIF Group Negerilama kecamatan Bilah
Hilir, Kabupaten Labuhan Batu), 03 Oktober 2024
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mengambil langkah akhir yaitu menarik atau mengambil kembali sepeda
motortersebut, kami dari pihak FIF memberikan jatuh tempo sampai
akhir bulan dari tanggal angsuran untuk melakukan pembayaran. Akan
tetapi jika pada waktu yang telah ditetapkan dia tetap tidak bisa
membayar maka kami mengambil kembali sepeda motor tersebut.

“menyelesaikan permasalahan jika terjadi over kredit motor dibawah
tangan kalau lewat jalur hukum hampir tidak pernah, yang pertam kami
memberikan teguran terlebih dahulu kemudian kami hanya
menyelesaikan secara kekeluargaan saja. Kecuali seumpama motor yang
di over kreditkan tersebut di bakar oleh pihak konsumen yang kedua
atau pihak kolektor dianiaya pada saat penarikan sepeda motor mungkin
kami akan menindak atau menyelesaikan melalui jalur hukum. Jadi
misalkan konsumen tidak mampu lagi membayar angsuran solusinya
yaitu melaporkan kepada pihak FIF agar perkreditan diberhentikan atau
solusi lainnya kami melihat dari sisa angsuran jika masih sekitaran
Rp.10.000.000 maka kami memberikan keringanan pengurangan harga
menjadi Rp. 7.000.000 dengan tempo yang telah ditentukan untuk
melakukan pelunasan”

“elama saya bekerja dileasing FIF sering terjadinya keterlambatan
pembayaran oleh nasabah/debitur, bahkan ada yang menjual objek tanpa
sepengetahuan kami. Dan ada juga yang menggadaikan barang tersebut
sehingga masalahnya tambah rumit. Hal tersebut kami ketahui setelah
ditelusuri kelapangan yaitu kepihak yang melakukan kredit, dan ternyata
objek yang di kredit sudah dijual.”
“Penyelesaian sengketanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi yaitu
memberikan teguran kepada para pihak, pemberian batas waktu
pembayaran, dan yang jalan terakhir mengeksekusi barang kreditnya.”
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya
dari pihak FIF Group dalam menyelesaikan permasalahan over kredit motor
dibawah tangan yaitu dengaan memberikan keringanan kepada konsumen
berupa potongan angsuran atau pemberhentian kredit agar konsumen dan pihak
FIF tidak merasa dirugikan, dan juga untuk konsumen yang melakukan over
kredit akan tetapi apabila tidak kooperatif maka Tindakan yang dilakukan oleh

pihak FIF yaitu mengambil Kembali sepededa Motor tersebut. Dan dari hasil

wawancara tersebut saya dapat menyimpulkan penyelesaian sengketa over kredit
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kendaraan motor dibawah tangan di FIF Group Negeri Lama, kecamatan bilah
hilir, Kabupaten Labuhan Batu yaitu:®
a. Memberikan teguran kepada para pihak
Upaya pertama yang dilakukan oleh pihak FIF Group jika ada kasus
over kredit yaitu memberikan teguran terlebih dahulu juga meminta untuk
menjelaskan alasannya.
b. Pemberian batas waktu pembayaran
Upaya kedua yaitu setelah memberi teguran pihak fif memberikan
toleransi dan memberikan penambahan batas waktu sampai akhir bulan agar
yang menerima over kredit tersebut dapat membayar angsurannya.
c. Eksekusi barang kredit
Upaya terakhir yaitu jika memang sudah tidak dapat melakukan
pembayaran angsuran lagi maka pihak FIF Group akan menarik Kembali
kendaraan motor tersebut.

Dalam wawancara dan juga berdasarkan hasil observasi dilapangan
bersama beberapa informan bahwa melakukan over kredit kendaraan motor
dibawah tangan dapat merugikan pihak-pihak yang sudah terlibat.

a. Subjek jual beli
Pertama, pihak penjual dan peberdasarkan kesepakatan kredit
kendaraan motor dan pengalihan kredit di bawah tangan ini, pihak pertama

adalah orang yang pertama kali mengajukan permohonan pembiayaan kredit

6 Wawancara dengan Informan Cindy( Karyawan FIF Group Negeri lama kecamatan bilah
hilir, kabupaten Labuhan Batu, 03 Oktober 2024.
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ke leasing. Setelah di proses oleh leasing kemudian, pembeli wajib
membayar kepada leasing secara kredit dengan biaya dan jangka waktu yang
sudah disepakati. Orang yang mengajukan pembiayaan kendaraan motor
tersebut nantinya akan menjual Kembali kendaraannya yang masih dalam
komitmen untuk membayar kredit dengan alasan yang tidak diketahui.
Kedua, pihak pembeli disini yaitu sebagi pihak kedua dimana pembeli
objek kendaraab motor yang masih dalam ikatan kredit dari pembeli pertama
atau yang membayar cicilan kredit. Pembeli membeli kendaraan motor
tersebut dan pembayaran kredit mengalami masalah atau terhenti karena
sesuatu.
. Pihak berpiutang
Pihak yang berpiutang disini adalah lembaga pembiayaan leasing,
karena pihak leasing telah terlebih dahulu membeli objek kendaraan motor
kepada dealer dan memberikannya kepada nasabah yang mengajukan
pembiyaan objek kendaraan motor tersebut.
. Objek jual beli
Adapun objek yang dijual namun kreditnya belum tuntas dalam

penelitian ini adalah kendaraan motor.

. Akad jual beli
Adapun transaksi over kredit kendaraan motor di bawah tangan ini
dilakukan atas kepercayaan kedua belah pihak saja tanpa adanya bukti

tertulis. Akad jual beli kendaraan motor yang masih dalam pembiayaan kredit
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pada leasing tersebut dilakukan dengan membayar lunas kendaraan motor
tersebut pada pihak penjual sesuai dengan patokan penjual, kemudian
pembeli akan membayarkan sisa kredit motor tersebut.

e. Pelaksanaan Akad

Adapun awal dari transaksi jual beli disini adalah penjual mengajukan
kredit kendaraan motor kepada leasing. Dan pembiayaan kredit tersebut
mengalami kendala dan tidak mampuuntuk terus membayar angsuran kredit.
Kemudian penjual menjual sepeda motornya yang masih dalam proses
pembayaran kredit kepada pembeli lain yang nantinya akan membayar harga
yang disepakati keduanya dan bersedia melanjutkan kewajiban membayar
sisa angsuran kredit yang belum selesai tersebut.

Untuk harga jual kendaraan motor berdasarkan kesepakatan
keduanya. Namun permasalahan yang sering terjai adalah terjadinya
keterlambatan pembayaran kredit yang sudah menunggak dua bulan sehingga
pihak leasing memberikan peringatan.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Over Kredit
Kendaraan Motor di Bawah Tangan di FIF Group Negeri Lama
Kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batu

Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap transaksi over kredit
dibawah tangan sudah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah
praktik pengalihan kredit atau pengalihan hutang (hiwalah) tanpa sepengetahuan

pihak kreditur yang tercantum dalam pasal 20 tentang asas-asas akad, yaitu:’”

" Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
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Setiap akad dilakukan atas dasar: saling Ridha dan tidak ada unsur paksaan,
saling memahami dan tidak ada unsur penipuan, harus bermanfaat dan tidak ada
unsur merusak, dan harus memenuhi rukun dan syarat.

Jadi pegalihan kredit atau pengalihan hutang tidak diperbolehkan tanpa
adanya persetujuaan kedua belah pihak , Tindakan tersebut dapat dianggap
sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akad dalam hukum ekonomi
syariah.

Dalam hukum ekonomi syariah Rukun jual beli yang adanya agidayn
(subjek jual beli), sighat (akad atau kesepakatan) dan ma’qud alaih (objek jual
beli) telah terpenuhi. Namun di poin rukun ma’qud alaih (objek jual beli)’
memang telah terpenuhi sebagian syarat-syarat sesuai hukum Islam, akan tetapi
terdapat suatu hal yang tidak sesuai syarat yaitu objek jual belinya bukan atau
belum menjadi milik penuh pihak penjual. Maka dari itu pengalihan kredit
kendaraan motor di bawah tangan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum
Islam jika pengalihan kredit yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan dari pihak
lembaga pembiayaan leasing yang disini masih sebagai pemilik resmi objek
kendaraan motor kredit yang diperjualbelikan.

Upaya penyelesaian permasalahan terhadap praktik over kredit kendaraan
motor di bawah tangan dapat diselesaikan dengan menggunakan akad kafalah.
Akad kafalah sejatinya adalah akad tabarru’ (tolong menolong), yang mana

pihak kafil mendapatkan pahala atas penjaminan yang diberikannya. Oleh karena

8 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2015), him. 275.
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itu, yang lebih utama tentunya adalah hendaknya akad kafalah tetap dijaga
kemurniannya sebagai akad tabarru’, tanpa imbalan atau kompensasi.”® Adapun
cara menyikapi dan menanggulangi kasus-kasus yang terjadi dalam transaksi
over kredit atau pengalihan Kredit di Bawah Tangan ini dapat diatasi
dengan cara dengan praktik kafalah, khususnya adalah kafalah bi al- mal yaitu
jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.8Sehingga ada penjamin
bagi pembeli kendaraan motor kredit tersebut dan tidak terpaksa berhenti,
menjual ataupun mengalihkan kewajiban atas angsuran pembayarannya
kepada pihak lembaga pembiayaan leasing.8! Dengan begitulah pihak kafil
bisa lebih terjauhkan dan terjaga dari pihak makful lahu memberikan imbalan
kepada kafil dalam bentuk hibah atau hadiah.

Peneliti memaparkan hasil dari observasi dan wawancara lapangan
secara langsung mengenai cara menanggulangi dan mengantisipasi agar tidak
terjadinya jual beli kendaraan motor dibawah tangan dengan pengalihan Kredit
di Bawah Tangan atau objek kendaraan motor yang masih dalam kewajiban
yaitu, Jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi Syariah, yang menjadi rukun
dan syarat jual beli adalah agad. Dari penelitian yang dilakukan dapat dikatakan
bahwasanya disini terdapatnya agad yang syah dengan adanya penjual dan
pembeli yang telah memenuhi syarat untuk melakukan jual beli menurut hukum
Islam.

Kemudian syarat yang telah dipenuhi dalam transaksi ini adalah kegiatan

™ Ascraya, Akad dan Produk Bank Syari“ah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.
107.

8 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 189.

81 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, hlm. 189
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jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dengan kehendak sendiri, maksudnya
dalam melakukan transaksi jual beli kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan
dari pihak lain. Dan rukun dalam jual beli adalah adanya sighat, yang mana pihak
penjual dengan rela menjual barangnya kepada pembeli dengan kesepatan yang
dilakukan dengan lisan maupun tulisan ataupun dengan perwakil sesuai
hukum.®2

Dalam pengalihan kredit dibawah tangan ini ijab dan gabul dilakuan
dengan cara pembeli dan penjual bertemu secara langsung. Penjual dan pembeli
(agidayn) berhadapan langsung untuk melakukan akad. Kemudian adanya objek
yang diperjual beli merupakan salah satu syarat yang terpenuhi dalam jual beli
ini. Dalam hal ini objek yang diperjualbelikan adalah kendaraan motor namun
masih dalam kondisi kredit dan masih milik resmi dari lembaga pembiayaan
leasing. Karena pihak penjual masih dalam pembayaran secara kredit terhadap
kendaraan motor tersebut.

Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa ada salah satu syarat yang
belum terpenuhi sesuai hukum Islam yang membuat transaksi jual beli ini tidak
sah menurut tinjauan hukum Islam karena objeknya belum sepenuhnya milik
penjual.

Maka dari itu akad jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum
islam karena akad tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan
leasing yang masih sebagai pemilik resmi objek kendaraan motor yang

diperjualbelikan.

82 Ibid, him 189.
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BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan dan pembahasan diatas
adalah:

1. Pelaksanaan transaksi over kredit kendaraan motor di bawah tangan yaitu
pertama pihak debitur mencari terlebih dahulu orang yang akanmenerima over
kredit, kemudian setelah itu debitur menjual barang kreditkepada pihak baru
yang akan melanjutkan pembayaran angsurannya. Pada pelaksanaan praktiknya
kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian tertulis, yang nantinya akan
merugikan keduanya.

Adapun Faktor-faktor terjadinya praktik transaksi over kredit kendaraan
motor di bawah tangan ini disebabkan adanya suatu keadaan yang membuat
mereka melakukan hal tersebut, dan berdasarkan hasil wawancara mereka
mengatakan bahwa beberapa kondisi seperti memerlukan uang cepat, keperluan
mendesak, ingin membayar hutang yang lain, atau tidak bisa melakukan
pembayaran angsuran lagi serta kurangnya pemahaman para pihak akan akibat
hukum dan sebagainya membuat mereka mengambil tindakan untuk melakukan
praktik over kredit tersebut di bawah tangan saja karena melihat dari keadaan
mereka juga terkendala pada waktu. Penyelesaian sengketa over kredit
kendaraan motor dibawah tangan yaitu dengan Memberikan teguran kepada para

pihak, Pemberian batas waktu pembayaran, dan Eksekusi barang kredit.
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2. Perpektif hukum ekonomi syariah terhadap transaksi over kredit kendaraan
motor dibawah tangan yaitu dalam rukun jual beli yang adanya agidayn (subjek
jual beli), sighat (akad atau kesepakatan) dan ma 'qud alaih (objek jual beli) telah
terpenuhi. Namun di poin rukun ma’qud alaih objek jual beli memang telah
terpenuhi Sebagian syarat-syarat sesuai hukum islam, akan tetapi terdapat suatu
hal yang tidak sesuai syarat yaitu objek jual belinya bukan atau belum menjadi
milih sepenuhnya pihak penjual, maka dari itu pengalihan kredit kendaraan
motor dianggap tidak sah tanpa sepengetahuan pihak leasing sebagai pemilik
resmi objek kendaraan motor yang diperjuabelikan.

Dan upaya penyelesaian permasalahan terhadap transaksi over kredit
kendaraan motor di bawah tangan dapat diselesaikan dengan menggunakan akad
kafalah. Akad kafalah sejatinya adalah akad tabarru™ (tolong menolong), yang
mana pihak kafil mendapatkan pahala atas penjaminan yang diberikannya.
Kemudian kafalah dengan cara kafalah bi al-mal yaitu jaminan pembayaran
hutang atau pelunasan hutang.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait transaksi over kredit kendaraan motor

di bawah tangan perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus di FIF Group

Negeri Lama kecamatan Bilah hilir, Kabupaten Labuhan Batu, peneliti mempunyai

beberapa saran untuk dicermati dan harapannya ditindaklanjuti. Beberapa saran
peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepada para konsumen yang melakukan perkreditan kendaraan motor

diharapkan untuk bisa memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai

dengan perjanjian awal yang telah disepakati sebelumnya. Apabila di
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pertengahan jalan memang ada kendala dalam hal pembayaran angusuran
ataupun masalah lainnya diharapkan bisa memberitahukan kepada pihak FIF
selaku perusahaan pembiayaan agar dapat menemukan jalan keluar bagi
permasalahan yang sedang di hadapi.

Jika ingin melakukan kredit ataupun over kredit jadilah konsumen yang
bijak dan cerdas, mencari tahu terlebih dahulu asal muasal barang tersebut dan
membaca dengan seksama kontrak perjanjian jika melakukan kredit dengan
sebuah lembaga pembiayaan.

. Kepada pihak FIF GOUP agar mencantumkan ataupun menjelaskan aturan
mengenai over kredit pada saat penandatanganan perjanjian awal bahwa praktik
over kredit tersebut tidak diperbolehkan lagi serta solusi yang dapat diberikan
oleh pihak FIF GROUP kepada para debitur jika di tengah prosesnya sudah tidak
mampu membayar agar dilakukan pengembalian barang. Pihak FIF GROUP
juga harus menjelaskan sanksi-sanksi dan akibat yang didapatkan jika mereka

melakukan over kredit di bawah tangan.
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